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Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan perubahan 

signifikan dalam cara kita memahami dan mendekati pembangunan 

ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak 

lingkungan dari aktivitas manusia, konsep pembangunan berkelanjutan 

dan ekonomi hijau telah menjadi fokus utama bagi pemerintah, sektor 

swasta, dan masyarakat sipil di seluruh dunia. Buku ini, "Pembangunan 

Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau," hadir untuk memberikan pemahaman 

mendalam tentang kedua konsep tersebut dan bagaimana mereka dapat 

diterapkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. 

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menggabungkan 

aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan mencapai 

kesejahteraan jangka panjang bagi semua. Pembangunan ini berusaha 

memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan 

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri. Sementara itu, ekonomi hijau merupakan pendekatan ekonomi 

yang bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan 

ekologis, serta mendorong pembangunan berkelanjutan tanpa 

mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. 

Dalam konteks Indonesia, tantangan dan peluang dalam mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau sangat beragam. Negara 

ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan 

keanekaragaman hayati yang luar biasa, namun juga menghadapi berbagai 

masalah lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Oleh 

karena itu, perlu adanya upaya bersama dari semua pihak untuk 

mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek 

kehidupan dan pembangunan ekonomi. 

Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi referensi yang 

komprehensif bagi para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, serta 

masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang 

pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Melalui 15 bab yang 
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disajikan, buku ini mengupas berbagai aspek penting mulai dari prinsip 

dasar, kebijakan, dan regulasi, hingga penerapan praktis di berbagai sektor 

seperti energi, pertanian, industri, transportasi, dan pengelolaan limbah. 

Bab pertama membahas pengantar tentang konsep pembangunan 

berkelanjutan, diikuti dengan bab-bab yang mengulas prinsip-prinsip 

ekonomi hijau, kebijakan lingkungan, serta berbagai strategi dan teknologi 

yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Selain itu, 

buku ini juga memberikan contoh studi kasus dan praktik terbaik dari 

berbagai negara, termasuk Indonesia, yang dapat menjadi inspirasi dan 

pelajaran berharga. 

Salah satu fokus utama dalam buku ini adalah pentingnya kolaborasi 

antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan. Setiap bab memberikan wawasan tentang 

bagaimana kebijakan publik, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat 

dapat bersinergi untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. 

Kami juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran lingkungan 

sebagai dasar untuk mendorong perubahan perilaku dan mindset menuju 

kehidupan yang lebih ramah lingkungan. 

Pada akhirnya, kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi 

positif dalam upaya global untuk mengatasi tantangan lingkungan dan 

sosial yang kita hadapi saat ini. Kami juga berharap bahwa pembaca dapat 

mengambil manfaat dari informasi yang disajikan dan terinspirasi untuk 

berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan 

dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat 

menjadi salah satu langkah kecil namun berarti dalam perjalanan panjang 

menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Selamat 

membaca! 

 

Jakarta, Februari 2025  
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BAB 1 

PENGANTAR PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

 
Pembangunan berkelanjutan menjadi konsep utama dalam upaya 

mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian 

lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Seiring dengan meningkatnya 

tekanan terhadap sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan, 

pendekatan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan menjadi 

semakin krusial. Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan menekankan 

pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kapasitas 

generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, 

strategi pembangunan yang diterapkan harus mempertimbangkan aspek 

ekologis, sosial, dan ekonomi secara holistik. 

Dalam konteks global, pembangunan berkelanjutan telah menjadi 

agenda utama berbagai negara dan organisasi internasional. Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/SDGs) telah menetapkan kerangka kerja 

yang mencakup berbagai aspek, seperti pengentasan kemiskinan, 

pendidikan yang inklusif, akses energi bersih, serta perlindungan 

lingkungan. Implementasi pembangunan berkelanjutan menuntut sinergi 

antara kebijakan pemerintah, sektor swasta, serta partisipasi masyarakat 

guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak 

merusak keseimbangan ekosistem dan kehidupan sosial. 

Salah satu pendekatan utama dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan adalah melalui penerapan ekonomi hijau. Ekonomi hijau 

berfokus pada pertumbuhan yang rendah emisi karbon, efisiensi sumber 

daya, serta inklusivitas sosial. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi 

hijau, negara dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan 

sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru yang berbasis keberlanjutan, 

seperti energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan industri ramah 

lingkungan. Oleh karena itu, transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya 



 

 

BAB 2 

PERSPEKTIF EKONOMI PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN DAN SDGS 

 
Pembangunan berkelanjutan bukan hanya sebuah konsep normatif, 

tetapi juga sebuah kerangka kebijakan yang menuntut keseimbangan 

antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta 

kesejahteraan sosial. Setelah pada bab sebelumnya dibahas tentang dasar-

dasar pembangunan berkelanjutan, bab ini akan mengeksplorasi 

perspektif ekonomi dalam mendukung keberlanjutan serta relevansinya 

terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 

Ekonomi pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya 

kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga 

mempertimbangkan distribusi sumber daya yang adil dan keberlanjutan 

lingkungan jangka panjang. Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi hijau, 

ekonomi sirkular, serta konsep triple bottom line (people, planet, profit) 

menjadi faktor utama dalam merumuskan strategi pembangunan yang 

inklusif dan adaptif terhadap tantangan global, termasuk perubahan iklim, 

ketimpangan sosial, serta keterbatasan sumber daya alam. 

Bab ini akan mengulas berbagai teori dan model ekonomi yang 

mendukung pembangunan berkelanjutan, mulai dari pendekatan klasik 

hingga teori-teori ekonomi modern yang mengintegrasikan aspek 

keberlanjutan. Selain itu, bab ini juga akan membahas peran investasi 

berkelanjutan, kebijakan fiskal hijau, serta insentif ekonomi yang dapat 

mendorong inovasi dan transformasi menuju ekonomi rendah karbon. 

Dengan membahas perspektif ekonomi dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan, bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat diselaraskan 

dengan tujuan-tujuan SDGs. Pada akhirnya, pendekatan ekonomi yang 

tepat akan menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara 

kebutuhan ekonomi saat ini dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. 

 

 



 

 

BAB 3 

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI HIJAU 

 
Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pendekatan 

ekonomi hijau menjadi strategi penting yang mengedepankan 

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan 

kesejahteraan sosial. Setelah memahami bagaimana Perspektif Ekonomi 

Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) membentuk landasan bagi kebijakan pembangunan di berbagai 

negara, Bab ini akan membahas lebih lanjut prinsip-prinsip ekonomi hijau 

sebagai pendekatan yang mampu menjawab tantangan ekologis sekaligus 

menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. 

Ekonomi hijau bukan sekadar konsep teoretis, tetapi juga kerangka 

kerja yang menuntun praktik ekonomi menuju sistem yang lebih ramah 

lingkungan dan berkeadilan. Pendekatan ini berupaya mengurangi 

ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, menekan 

emisi karbon, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya 

dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga merata bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Dengan kata lain, ekonomi hijau menekankan pentingnya 

inovasi, efisiensi sumber daya, dan inklusivitas dalam pertumbuhan 

ekonomi. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan 

iklim dan degradasi lingkungan, ekonomi hijau semakin mendapat 

perhatian sebagai solusi yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam 

kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip ekonomi hijau tidak hanya 

relevan dalam skala nasional, tetapi juga dalam kebijakan internasional 

yang mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon dan praktik 

bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. 

Bab ini akan membahas berbagai aspek yang mendukung 

implementasi ekonomi hijau, termasuk efisiensi energi, pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan, investasi dalam teknologi ramah 

lingkungan, serta peran pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan 

kebijakan ekonomi yang berbasis keberlanjutan. Dengan memahami 



 

 

BAB 4 

KEBIJAKAN DAN REGULASI LINGKUNGAN 

 
Bab 4 ini akan membahas tentang kebijakan dan regulasi lingkungan 

yang merupakan bagian integral dari penerapan ekonomi hijau. Kebijakan 

dan regulasi ini berperan penting dalam membentuk kerangka hukum dan 

aturan yang mendukung upaya pengelolaan sumber daya alam secara 

berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta 

mendorong terciptanya perekonomian yang lebih ramah lingkungan. 

Dalam konteks ekonomi hijau, kebijakan dan regulasi lingkungan tidak 

hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pendorong bagi 

sektor industri, pemerintah, dan masyarakat untuk melakukan perubahan 

dalam cara mereka berproduksi dan mengonsumsi sumber daya. 

Pentingnya kebijakan dan regulasi lingkungan yang mendukung 

ekonomi hijau semakin diakui oleh banyak negara di dunia, termasuk 

Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan mendesak untuk 

menghadapi tantangan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta krisis 

sumber daya alam yang semakin mengancam kelangsungan hidup umat 

manusia dan kehidupan di bumi. Kebijakan yang efektif akan mengarahkan 

sektor ekonomi untuk lebih mengutamakan keberlanjutan dalam setiap 

aspek kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Regulasi yang jelas dan 

terstruktur akan memberikan insentif bagi perusahaan dan individu untuk 

berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, serta 

praktik bisnis yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Di Indonesia, kebijakan dan regulasi lingkungan yang mendukung 

ekonomi hijau terus berkembang seiring dengan komitmen negara untuk 

mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan 

ketahanan dan keberlanjutan ekosistem. Peraturan-peraturan ini 

mencakup berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, 

konservasi energi, pengelolaan limbah, hingga pengembangan 

infrastruktur hijau. Dalam pelaksanaannya, kebijakan dan regulasi ini tidak 

hanya melibatkan sektor publik, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat. 



 

 

BAB 5 

PEMBIAYAAN UNTUK  

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 
Bab 5 ini akan membahas tentang pembiayaan untuk pembangunan 

berkelanjutan, yang menjadi salah satu aspek kunci dalam mewujudkan 

tujuan pembangunan global, termasuk dalam menghadapi tantangan 

perubahan iklim dan ketimpangan sosial. Pembiayaan untuk 

pembangunan berkelanjutan melibatkan berbagai sumber dan mekanisme 

yang mendukung tercapainya proyek-proyek yang berfokus pada 

keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berbagai jenis pembiayaan 

hijau, mulai dari investasi swasta hingga dana filantropi, memiliki peran 

penting dalam mendukung inovasi dan implementasi solusi berkelanjutan. 

Selain itu, sektor keuangan, termasuk bank konvensional, lembaga 

keuangan mikro, hingga asuransi hijau, juga turut berkontribusi dalam 

menyediakan dukungan finansial yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, 

mekanisme pendanaan internasional seperti Dana Iklim Hijau dan 

program-program dari lembaga internasional juga menjadi pilar penting 

dalam memperkuat kapasitas negara berkembang untuk melaksanakan 

proyek-proyek yang ramah lingkungan. Bab ini akan mengeksplorasi 

berbagai sumber dan mekanisme pembiayaan yang dapat memastikan 

keberlanjutan dan mempercepat transisi menuju pembangunan yang lebih 

ramah lingkungan dan inklusif. 

 

A. PENGERTIAN DAN PENTINGNYA PEMBIAYAAN UNTUK 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Pembiayaan hijau merujuk pada sumber daya finansial yang 

dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak 

positif terhadap lingkungan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, 

penggunaan energi terbarukan, konservasi alam, dan pengelolaan sumber 

daya alam yang berkelanjutan. Pembiayaan hijau bertujuan untuk 

mendorong investasi yang mendukung tujuan pembangunan 

berkelanjutan, yakni tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, 



 

 

BAB 6 

PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 
Bab 6 ini akan membahas peran penting teknologi informasi dalam 

mendukung pembangunan berkelanjutan, sebuah konsep yang semakin 

relevan di era digital ini. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya 

mengacu pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan 

ekonomi yang saling terkait. Teknologi informasi, khususnya teknologi 

digital dan inovasi hijau, telah memberikan dampak signifikan dalam 

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengurangi emisi 

karbon, dan meningkatkan efisiensi energi. Dalam bab ini, kita akan 

mengupas berbagai konsep dan aplikasi teknologi digital dalam konteks 

lingkungan, seperti penggunaan big data untuk analisis lingkungan dan 

pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien. Selain itu, akan dibahas 

pula tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi 

teknologi ini serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk masa 

depan. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara 

teknologi informasi dan pembangunan berkelanjutan, diharapkan dapat 

memberikan panduan untuk kebijakan dan strategi yang lebih efektif 

dalam mencapai tujuan pembangunan yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan. 

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sangat penting 

dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, 

pembangunan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup untuk masa 

depan yang lebih baik. Dalam dunia yang semakin terhubung dengan 

teknologi, peran teknologi informasi dalam memfasilitasi dan 

mempercepat proses pembangunan berkelanjutan semakin mendapat 

perhatian besar. Teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan 

teknologi digital dan inovasi hijau, memberikan banyak kontribusi 

terhadap pengelolaan sumber daya alam, peningkatan efisiensi energi, 

dan pengurangan emisi yang dapat berkontribusi pada pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB. Oleh 



 

 

BAB 7 

DAYA UNGKIT EKONOMI  

DAERAH DAN SDGS UNTUK STRATEGI 

EKONOMI INDONESIA MAJU 2030 

 
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung 

pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga pada penguatan 

ekonomi daerah yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Sustainable Development Goals 

(SDGs), peran ekonomi daerah menjadi krusial dalam memastikan bahwa 

pertumbuhan yang dicapai bersifat inklusif, berkeadilan, dan mampu 

mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ekonomi daerah yang kuat akan 

berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli 

masyarakat, serta peningkatan kapasitas produksi dan daya saing industri 

lokal. Oleh karena itu, strategi ekonomi Indonesia menuju 2030 harus 

mempertimbangkan optimalisasi potensi ekonomi daerah sebagai bagian 

dari peta jalan pembangunan nasional. 

Pada bab sebelumnya, telah dibahas bagaimana peran teknologi 

informasi menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan 

berkelanjutan. Transformasi digital membuka peluang bagi daerah untuk 

berkembang melalui peningkatan efisiensi, keterbukaan informasi, serta 

integrasi ekonomi berbasis teknologi. Pemanfaatan big data, kecerdasan 

buatan, dan platform digital telah memungkinkan daerah untuk mengelola 

sumber daya dengan lebih optimal, menghubungkan pelaku usaha dengan 

pasar yang lebih luas, serta meningkatkan akses layanan keuangan dan 

pendidikan bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan ekonomi daerah, 

teknologi menjadi faktor yang dapat mempercepat pencapaian berbagai 

indikator SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan 

pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Namun, untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, 

diperlukan strategi yang lebih konkret dalam mengoptimalkan daya ungkit 

ekonomi daerah. Indonesia memiliki keunggulan geografis dan sumber 



 

 

BAB 8 

MASA DEPAN EKONOMI HIJAU DAN 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 
Masa depan ekonomi hijau menghadapi berbagai tantangan dan 

peluang yang akan menentukan arah pembangunan berkelanjutan di 

tingkat global maupun nasional. Salah satu tantangan utama adalah 

ketergantungan pada sumber energi fosil yang masih mendominasi sektor 

industri dan transportasi. Meskipun telah banyak inovasi dalam energi 

terbarukan, biaya investasi awal yang tinggi serta keterbatasan 

infrastruktur masih menjadi kendala besar dalam transisi menuju energi 

bersih. Selain itu, perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan, 

baik di tingkat negara maupun sektor swasta, juga sering kali menghambat 

implementasi kebijakan hijau secara efektif. Jika tidak ditangani dengan 

baik, tantangan ini berisiko memperlambat pencapaian target 

keberlanjutan global, seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris. 

Namun, di balik tantangan tersebut, peluang yang ditawarkan oleh 

ekonomi hijau sangatlah besar. Perkembangan teknologi yang pesat, 

seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan blockchain, 

dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya 

alam. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem 

kelistrikan berbasis energi terbarukan, sementara IoT dapat membantu 

pemantauan emisi karbon secara real-time. Selain itu, kesadaran 

masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya keberlanjutan 

memberikan tekanan positif bagi perusahaan dan pemerintah untuk lebih 

serius dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Seiring dengan 

meningkatnya kesadaran ini, banyak investor global mulai mengalihkan 

portofolio mereka ke proyek-proyek yang berbasis ESG (Environmental, 

Social, and Governance), menandakan bahwa keberlanjutan kini telah 

menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Dalam beberapa dekade terakhir, tren global menunjukkan 

pergeseran signifikan menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan. 

Negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok 
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